SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Menimbang

KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan

Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Demak, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Demak Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas
Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demalk;

. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan

penyederhanaan  birokrasi di lingkungan  instansi
pemerintah, perlu dilakukan penataan kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Tenaga
Kerja dan Perindustrian;

. bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 49

Tahun 2016 sudah tidak sesuai dan dengan memperhatikan
dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan
sehingga perlu diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan
Perindustrian Kabupaten Demak;



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6477);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);



Menetapkan

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN DEMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

w

Daerah adalah Kabupaten Demak.

Pemerintah  Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

. Bupati adalah Bupati Demak.
. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Demak.

.Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Kabupaten Demak.

. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah

profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah
Daerah.

. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjtnya disebut

Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh
Pejabat Pembina Kepegawaiandan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan dan diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi

fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.



10.

11.

12.

13.

14.

(1)

(2)

. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga

dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai
kelompok sesuai dengan keahliannya.

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Sub Koordinator adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan
tugas untuk membantu Sekretaris/ Kepala Bidang dalam
menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian,
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada
unit kerja sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana
teknis daerah pada Dinas yang melaksanakan sebagian
kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis
penunjang tertentu.

Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai
kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil
Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil
Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di
instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2
Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian yang menjadi
kewenangan Daerah;
Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan
dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang
perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah.



Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Dinas melaksanakan fungsi:
a. perumusan  kebijakan bidang tenaga kerja dan

perindustrian;

b. pelaksanaan kebijakan bidang tenaga kerja dan
perindustrian;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan
perindustrian;

d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan
kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai
tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5
(1) Dinas terdiri atas:
a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan
dan Produktivitas;

d. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan;

e. Bidang Perindustrian; dan

f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6
Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan
fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan
Pasal 4.



(1)

(2)

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan
Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8, Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi:

a.

b.

(1)

(2)

penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan
kegiatan di lingkungan Dinas;

. penyiapan  pembinaan dan = pemberian dukungan

administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan,
kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan,
kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan
Dinas;

. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi

dan tata laksana di lingkungan Dinas;

. penyiapan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan
dokumentasi;

penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah
dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
dan

. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10
Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas:
a. Subbagian Program dan Keuangan;
b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-
masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.



(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 11

Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas,

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi dan penyusunan program dan keuangan, serta

evaluasi dan pelaporan di bidang program dan keuangan,;

Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan
serta anggaran pada Subbagian Program dan Keuangan,;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
program dan keuangan;

c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan
kebijakan teknis di bidang program dan keuangan;

d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan program
dan keuangan di lingkungan dinas;

e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program
dan keuangan di lingkungan dinas;

f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di
bidang program dan keuangan,;

g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang
program dan keuangan; dan

h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang

umum dan kepegawaian.

Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan
serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian,;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
umum dan kepegawaian;

c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan
kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;

d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di
lingkungan Dinas;

e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian  di
lingkungan Dinas;

f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di
lingkungan Dinas;

g. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di
lingkungan Dinas;

h. menyiapkan  bahan  pengelolaan kearsipan dan
dokumentasi di lingkungan Dinas;

i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan
ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;



j- menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang
umum dan kepegawaian;

k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan
Produktivitas

Pasal 13

(1) Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan
Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf ¢ merupakan unsur pelaksana di bidang pembinaan
penempatan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas,
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas;

(2) Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan
Produktivitas dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan
Produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1),
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan
pelaporan di bidang penyaluran, penempatan tenaga kerja dan
transmigrasi, pengembangan dan perluasan kesempatan kerja,
serta pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14, Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja,

Pelatihan dan Produktivitas, melaksanakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyaluran,
penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;

b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan
dan perluasan kesempatan kerja;

c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dan
produktivitas tenaga kerja;

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Pasal 16
Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan
Produktivitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dibantu
oleh pejabat fungsional atau pelaksana yang dikoordinasikan
oleh Sub Koordinator.

Bagian Kelima
Bidang Pembinaan Hubungan Internasional dan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 17

(1) Bidang Pembinaan Hubungan Internasional dan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
S ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana di bidang
pembinaan hubungan internasional dan jaminan sosial
ketenagakerjaan, berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas;

(2) Bidang Pembinaan Hubungan Internasional dan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 18

Bidang Pembinaan Hubungan Internasional dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi
dan pelaporan di bidang persyaratan kerja dan kelembagaan
hubungan industrial, pengupahan dan jaminan sosial tenaga
kerja, dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18, Bidang Pembinaan Hubungan Internasional dan

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melaksanakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
persyaratan kerja dan kelembagaan hubungan industrial;

b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;

c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Pasal 20
Bidang Pembinaan Hubungan Internasional dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dibantu
oleh pejabat fungsional atau pelaksana yang dikoordinasikan
oleh Sub Koordinator.

Bagian Keenam
Bidang Perindustrian

Pasal 21
(1) Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5
ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana di bidang
perindustrian, berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas;
(2) Bidang Perindustrian dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 22
Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan
pelaporan di bidang industri kimia, logam, mesin dan alat
angkut, industri tekstil, elektronika dan aneka, serta industri
agro dan pengolahan kayu.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22, Bidang Perindustrian melaksanakan fungsi:

a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
industri kimia, logam, mesin dan alat angkut;

b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
industri tekstil, elektronika dan aneka;

c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan
kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
industri agro dan pengolahan kayu;

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24
Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas dan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dibantu
oleh pejabat fungsional atau pelaksana yang dikoordinasikan
oleh Sub Koordinator.



Bagian Ketujuh
Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator

Pasal 25
Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator sebagaimana dalam
Pasal 16, Pasal 20, Pasal 24 tercantum dalam Lampiran, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 26
(1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah
untuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis tertentu Dinas berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 27
Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 28
Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas
ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas
melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

(1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis
Daerah atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan
dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat
Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.

(3) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil
analisis jabatan dan analisis beban kerja.



(4) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 30
Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai
hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja
dan perindustrian secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai
kebutuhan.

Pasal 31
Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban
kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan
Dinas.

Pasal 32
Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan
tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dalam
hubungan antar instansi pemerintah baik Daerah maupun Pusat.

Pasal 33

(1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus
menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
lingkungan masing-masing untuk mewujudkan
terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui
penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
kinerja yang terintegrasi.

(2) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas
bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(3) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas
mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing
dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-
langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas harus
mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab
pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi
dari bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan
untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan unit
organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusan
laporan disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang
lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 35
Proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian
Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas
dilaksanakan oleh Pejabat yang Berwenang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian
Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas
dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana
di lingkungan Dinas ditentukan berdasarkan analisis
jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi
penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
dan perindustrian yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 36

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan

Struktural serta Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur kepegawaian.

(1)

(2)

Pasal 37
Penunjukan pejabat fungsional atau pelaksana sebagai Sub
Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal
20, dan Pasal 24 dilakukan oleh Bupati.
Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan Surat Perintah Tugas.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 38
Pemberhentian pejabat fungsional atau pelaksana yang
ditunjuk sebagai Sub Koordinator dilakukan oleh Bupati.
Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan Pencabutan Surat Perintah Tugas.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39
Pejabat fungsional atau pelaksana yang ditunjuk sebagai
Sub Koordinator mendapatkan tambahan penghasilan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati mengenai
tambahan penghasilan berbasis kelas jabatan.

Pasal 40

Dalam hal pelaksanaan penyederhanaan Jabatan

Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional belum dapat

dilaksanakan dikarenakan status Jabatan Administrasi

masih lowong maka dilakukan langkah-langkah sebagai
berikut:

a. Jabatan Administrasi yang lowong segera dilakukan
pengisian Jabatan dengan mendasarkan pada Peraturan
Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten
Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020
Nomor 50);

b. Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf
a segera diusulkan penyetaraan jabatan kepada Menteri
Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah.

Penyetaraan Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh pejabat

dan pegawai di lingkungan Dinas tetap melaksanakan tugas dan

fungsinya sampai dengan dilaksanakannya penataan organisasi

berdasarkan Peraturan Bupati ini.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Demak Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga
Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak (Berita Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 50) selain nomenklatur
Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah
Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI DEMAK,
TTD

EISTI’ANAH

Diundangkan di Demak Salinan sesuai dengan aslinya
pada tanggal 30 Desember 2021 —ARERABABAGIAN HUKUM
SETDA KABYUFPATEN DEMAK,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

KENDARSYNURIANI, SH MH
Ema Pembinx Tingkat I
NIP:197007081995032003

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021 NOMOR 73



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI DEMAK

NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN DEMAK

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS

SEKRETARIS
__________________ -
L [TIITTITIT]
SUB BAGIAN PROGRAM SUB BAGIAN UMUM | weLompox
DAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN JABATAN .
FUNGSIONAL :
HEEEEEEEEN

BIDANG PEMBINAAN
PENEMPATAN TENAGA
KERJA, PELATIHAN DAN

PRODUKTIVITAS

BIDANG HUBUNGAN
INDUSTRIAL DAN
JAMINAN SOSIAL

KETENAGAKERJAAN

SUB KOORDINATOR
DAN KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

SUB KOORDINATOR
DAN KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

UPTD

BIDANG
PERINDUSTRIAN

SUB KOORDINATOR
DAN KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

BUPATI DEMAK,
TTD

EISTI’ANAH



LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI DEMAK

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN DEMAK

NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR PADA DINAS TENAGA
KERJA DAN PERINDUSTRIAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

A. Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Produktivitas,
terdiri atas:

1. Sub Koordinator Penyaluran, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang
penyaluran, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi yang meliputi:

a. melakukan penyediaan sumber daya pelayanan antar kerja;
melakukan pelayanan antar kerja;
melakukan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja;
melakukan penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan;
melakukan pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasar
kerja online;
melakukan pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online;
melakukan Job Fair/Bursa Kerja;
melakukan peningkatan pelindungan dan kompetensi calon Pekerja
Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI);
i. melakukan penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran;
j. melakukan pemberdayaan pekerja migran indonesia purna
penempatan; dan
k. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan imta yang lokasi
kerja dalam 1 (satu) kabupaten.
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2. Sub Koordinator Pengembangan dan Perluasan Kesempatan Kerja,
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang
pengembangan dan perluasan kesempatan kerja yang meliputi:

a. melakukan pengembangan dan perluasan kesempatan kerja dan
kesempatan berusaha;

b. melaksanakan penanggulangan pengangguran melalui wira usaha
baru dan padat karya;

c. menyiapkan dan melaksanakan sumber daya manusia, sarana dan
prasarana, memantau dan evaluasi penerapan teknologi tepat guna;

d. melaksanakan pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri dan
sukarela;

e. melaksanakan pengolahan data pengembangan dan perluasan
kesempatan kerja.



3. Sub Koordinator Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang pelatihan dan
produktivitas tenaga kerja yang meliputi:

a. melakukan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;
b. menyediakan sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara
terintegrasi;

melaksanakan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;

melakukan pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;

menyediakan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi; dan
melakukan pengawasan dan pengendalian LPTKS.

O I oW o)

B. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan  Sosial

Ketenagakerjaan, terdiri atas:

1. Sub Koordinator Persyaratan Kerja dan Kelembagaan Hubungan
Industrial, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan
bidang persyaratan kerja dan kelembagaan hubungan industrial yang
meliputi:

a. mengesahkan peraturan perusahaan bagi perusahaan;

b. melakukan pendaftaran kerjasama bagi perusahaan;

c. melaksanakan kegiatan persyaratan kerja, kelembagaan hubungan
industrial, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja serta
penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

d. mengoordinasikan proses pengesehan peraturan perusahaan dan
pendaftaran perjanjian kerja bersama dengan ruang ingkup operasi
Daerabh;

e. melakukan verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjia
kerja bersama;

f. melaksanakan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di
perusahaan,;

g. melaksanakan fasilitasi pembentukan, pembinaan dan pemberdayaan
Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di perusahaan;

h. melaksanakan fasilitasi dan pembentukan Dewan Pengupahan Daerah
dan LKS Tripartit;

i. mengoordinasikan pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi
perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;

j- melaksanakan pembinaan dan kerjasama dengan kelembagaan
hubungan industrial /ketenagakerjaan;

k. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan persyaratan
kerja dan kelembagaan hubungan industrial, pengupahan dan jaminan
sosial tenaga kerja serta penyelesaian perselisihan hubungan
industrial berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan;

2. Sub Koordinator Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang
pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi:

a. menyelenggarakan pendataan dan informasi sarana hubungan
industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan;



b. melaksanakan pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga
kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja;

c. melaksanakan dan menyiapkan sumber daya manusia yang
memahami ketentuan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengembangan sistem
pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;

e. melaksanakan dan menyiapkan penyusunan bahan penetapan upah
minimum kabupaten dan sektoral;

f. melaksanakan survay index harga konsumen, kebutuhan hidup layak
(KHL), mengusulkan penetapan upah minimum; dan

g. melaksanakan pembinaan dan tersedianya data struktur skala upah di
perusahaan.

3. Sub Koordinator Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang meliputi:

a. melakukan pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok
kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada
kepentingan di satu kabupaten;

b. menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan
penutupan perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan
satu kabupaten;

c. melakukan penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan
pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat
pekerja/serikat buruh serta non afiliasi; dan

d. melaksanakan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Kabupaten.

C. Bidang Perindustrian, terdiri atas:

1. Sub Koordinator Industri Kimia, Logam, Mesin dan Alat Angkut,
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang
industri kimia, logam, mesin dan alat angkut yang meliputi:

a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan
industri dan peran serta masyarakat;

b. memfasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri,
data kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten melalui
Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);

c. melakukan diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri
kabupaten melalui SIINas; dan

d. melakukan pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri
dan perusahaan kawasan industri lingkup kabupaten dalam
Penyampaian Data ke SIINas.

2. Sub Koordinator Industri Tekstil, Elektronika dan Aneka, mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan
pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang tekstil, elektronika
dan aneka yang meliputi:

a. melakukan penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten;



b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan
sarana dan prasarana industri;

c. mengevaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri;

d. memfasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI
Kewenangan Kabupaten dalam Sistem Informasi Industri Nasional
(SIINas) yang terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berusaha;
dan

e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di
bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan
Kabupaten;

. Sub Koordinator Industri Agro dan Pengolahan Kayu, mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang agro dan

pengolahan kayu yang meliputi:

a. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan
percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri;

b. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan
sumber daya industri;

c. menyusun, melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan teknis
untuk pembinaan dan pengembangan pabrik atau proyek, pemilihan
penggunaan mesin, peralatan, bahan baku dan bahan penolong untuk
meningkatkan produksi industri agro dan pengolahan kayu;

d. memberikan pertimbangan teknis terhadap perijinan di bidang usaha
Industri Agro dan Pengolahan kayu;

e. menyusun, melaksanakan dan menyiapkan bahan bimbingan teknis
untuk peningkatan ketrampilan dan kemampuan pengusaha industri
agro dan pengolahan kayu; dan

f. membina kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta, lembaga-
lembaga/asosiasi dunia wusaha dalam rangka pengembangan
penanaman modal/investasi usaha dan penciptaan iklim usaha
industri agro dan pengolahan kayu yang kondusif.

D. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf A angka

1,angka 2 dan angka 3, huruf B angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf C angka

1, angka 2 dan angka 3, Sub Koordinator juga melaksanakan tugas :

a.

b.

menyiapkan bahan rencana kerja serta anggaran sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsinya;
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
tugas dan fungsinya;

. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis sesuai

dengan lingkup tugas dan fungsinya;

. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas

dan fungsinya;

. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok Jabatan Fungsional dan

Jabatan Pelaksana sesuai bidang tugas dan fungsinya;



f. melakukan penilaian kinerja terhadap pelaksanaan tugas pejabat
fungsional atau pelaksana sesuai bidang tugas dan fungsinya dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
tugas dan fungsinya.

BUPATI DEMAK,
TTD

EISTI’ANAH



